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PENELITIAN 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Organisasi sektor publik sering dianggap tidak dapat memenuhi ekspektasi masyarakat 

dalam banyak hal. Organisasi sektor publik dalam banyak hal sering mengambil keputusan yang 

kurang tepat bahkan menyisakan pertanyaan bagi masyarakat mengenai penggunaan dana 

masyarakat. Untuk bisa memberikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan kepada masyarakat, maka reformasi perlu dilakukan. 

Reformasi yang diperlukan salah satunya adalah reformasi dibidang akuntansi dan 

keuangan terutama terkait masalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan dalam era 

reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh atas  sistem  keuangan  negara  yang 

dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru untuk meningkatkan transparansi  dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Koreksi pertama yang dilakukan adalah 

mengintegrasikan anggaran negara dengan meniadakan pembedaan antara anggaran rutin dan 

anggaran pembangunan. Kontrol atas APBN kini sepenuhnya berada ditangan Menteri Keuangan. 

Peran ananggaran non bujeter semakin  dikurangi.  Adminisrasi  dan pertanggungjawaban 

dirubah secara mendasar. Jenisdan format laporan keuangan Negara diubah. Koreksi kedua 

dengan memperkenalkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 13Juni2005. Koreksi ini 

untuk memulihkan kebebasan dan kemandirian BPK dan memperluas obyek pemeriksaannya 

Beberapa koreksi di atas dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang  

diawali dengan Undang-Undang No. 22 tahun1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang 

ini mengatur berbagai bentuk otonomi daerah. Otonomi di bidang keuangan  memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk memperoleh sumber pendapatan selain dari APBN, 

diantaranya adalah dari Pendapatan Asli Daerah, dan melakukan pinjaman dari dalam negeri dan 

luar negeri. Pemerintah Daerah berhak menetapkan APBD melalui peraturan daerah. Selanjutnya 

ada beberapa Undang-Undang yang diterbitkan dintaranya Undang-Undang Nomor17Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. Berbagai Undang-Undang lain muncul seperti UU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab. 



Pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk 

memastikan layanan dapat berjalan lancar dan mengurangi atau bahkan menghilangkan komponen 

pendanaan melalui utang. Pendanaaan dengan utang memang menggiurkan karena tidak perlu 

memikirkan sumber pendanaan lainnya, namun harus menerima cost of debt yang dalam jangka 

panjang mungkin akan sangat membebani. 

 

B. Tujuan 

Pengeluaran untuk belanja biasanya memiliki komposisi item yang konsisiten meskipun 

mungkin tidak perlu dilakukan lagi pada periode selanjutnya. Pendapatan daerah yang meningkat, 

mungkin justru akan meningkatkan pengeluaran yang mungkin tidak terlalu penting di tahun 

berjalan. Untuk mengamati fenomenta tersebut, maka penelitian ini dilakukan 

 

C. Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi publik dalam 

menyusun skema pendapatan dan pengeluaran.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep   New   Public   Management(NPM) 

Penerapan NPMdisejumlah Negara OECD dimulai tahun 1980-an.   NPMmerupakan 

teori manajemen publikyang beranggapanbahwa praktikmanajemen sektor swasta adalah 

lebihbaikdari praktik manajemen sektor publik,maka dari itu untuk meningkatkan kinerja sektor 

publikperlu mengadaptasi pengelolaan yang dilakukan oleh instansi swasta, misalnya 

terkaitdenganmekanisme pasar, kompetisitender (Compulsory Competitive 

Tendering)danprivatisasi perusahaan-perusahaan publik (Hughes,1998  dalam  Mahmudi,2003). 

Filosofi dan konsep NPM diturunkan  dari  dua sumber yang berbeda. Sumber 

pertamadaripraktek manajerialsektor swastayang dikenal dengan“managerialism”danyang kedua 

daribidang ekonomisepertiteoripilihan publik, teorikeagenan dan teoribiaya 

transaksi.Esensimanagerialisme adalah bahwa manajemenadalahgenerik, 

aktivitasinstrumentalyang murnidan mempunyai seperangkat prinsipyang dapatdiaplikasikan 

baikke dalambisnis publikmaupun swasta. Pandangan rasionaldari ahliekonomiadalah bahwa 

semua perilakumanusiadidominasioleh kepentingan diri sendiri dan akan cenderung 

memaksimasikekayaan. Oleh karenaitu individu lebihmemilih untuk kepuasan individual 

danalasan efisiensi. Inimerupakanlogikateoripilihanpublik. Teori keagenanmeletakkan argument 

bahwa principal seharusnyaberbedadari agensehinggaprinsipaldapatmengontrol dan membuat 

agen akuntabel atas apayangdihasilkan.Teori ekonomi institusionalyangdisebutjugateoribiaya 

 

B. Analisis Laporan Keuangan  

Analisis laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai menguraikan isi laporan keuangan 

menjadi bagian-bagian tertentu yang lebih kecil untuk kemudian dilihat keterkaitannya dengan 

elemen lain dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan yang lebih mendalam untuk 

pengambilan keputusan (Harahap, 2001). Laporan keuangan dibutuhkan oeh berbagai pihak 

untuk mengambil keputusan dan atau hanya sekedar ingin tahu mengenai kondisi perusahaan. 

Pihak pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan 

antara lain : 



a. Pemilik peruahaan atau koperasi, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

terutama untuk perusahaan perusahaan yang kepimpinannya diserahkan kepada orang 

lain seperti perseroan. Karena dengan laporan terebut peruahaan akan dapat menilai 

sukses tidaknya manager dalam memimpin perusahaannya. Karena hasil hasil stabilitas 

serta kontinuitas atau kelangsungan peruahaan tergantung dari cara kerja atau efiiensi 

manajemennya tidak memuaskan maka para pemiliknya akan mengganti manajemennya. 

b. Manager atau pimpinan perusahaan, dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan 

periode yang lalu akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 

pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan- kebijaksanaannya yang lebih tepat. Bagi 

maanajemen yang penting adalah bahwa laba yang dicapai cukup tinggi, cara kerja yang 

efisien, aktiva aman dan terjaga baik, stuktur permodalan sehat, serta perusahaan 

mempunyai perencanaan yang baik mengenai masa depan baik dibidang keuangan 

maupun dibidang operasi. 

 

Laporan keuangan akan dapat digunakan oleh manajemen untuk : 

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

b. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap tiap bagian, proses atau produksi serta untuk 

menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh peruahaan yang berangkutan. 

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiaptiap individu yang telah diberi wewenang 

dan tanggung jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau proedur yang baru untuk 

menapai hasilyang lebih baik. 

Para Investor, banker, maupun para kreditur lainnya sangat berkepentingan atau 

memerlukan laporaan keuangan perusahaan dimana mereka ini menanamkan modalnya. Mereka 

ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan dimasa yang akan datang dan perkembangan 

perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan invetasinya dan untuk mengetahui kondisi 

kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. 

Dari hasil analisa laporan keuangan tersebut para invetor, banker dan para kreditur akan 

dapat menentukan langkah langkah yang harus ditempuh. Pemerintah dalam rangka memenuhi 

penerimaan negara, dimana perusahaan tersebut berdomisili sangat berkepentingan dengan 

laporan keuangan peruasahaan yang bersangkutan, disamping untuk menentukan besarnya pajak 



yang harus ditanggung oleh perusahaan juga sangat diperlukan oleh biro statistik, dinas 

perindustrian, 

Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah: 

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu 

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan 

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk 

penilaian kinerja manajemen. 

Langkah yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah: 

a. Mengumpulkan laporan keuangan dan data yang diperlukan selengkap mungkin 

b. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus 

tertentu. Melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran. 

c. Membuat laporan tentan posisi keuangan perusahaan 

d. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut 

Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut, ada banyak cara dan hal yang dikaji dalam 

analisis laporan keuangan. Kenyataannya tidak semua bisnis membuat laporan keuangan yang 

lengkap dan memberikan informasi yang akurat, seperti pedagang kaki lima yang digunakan 

dalam penelitian ini. Penyusunan laporan keuangan yang mudah dibaca dan diinterpretasi 

tidaklah murah, ada biaya untuk mempersiapkannya yang mungkin tidak dapat dibayar oleh para 

pedagang kaki lima. Laporan keuangan yang tidak tersedia, bukan berarti tidak ada yang bisa 

dianalisis dari kegiatan operasional mereka.  

Untuk mengatasi keterbatasan informasi yang mungkin bermanfaat dalam melakukan 

analisis, maka penulis melakukan penelitian atas sumber pendanaan yang mereka peroleh dan 

bagaimana mereka memanfaatkannya. informasi berupa laporan keuangan yang tidak tersedia, 

maka informasi ini akan diperoleh dengan cara melakukan interview dan atau diskusi dengan 

mereka secara langsung. 

 

C. Sumber Dana dan Penggunaan Modal Kerja 

 Dalam praktiknya dana yang dimiliki oleh perusahaan,baik dari pinjaman maupun modal 

sendiri,dapat digunakan untuk dua hal. Pertama digunakan untuk keperluan investasi, artinya 

dana ini digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah,bangunan,mesin,kendaraan, 



dan aktiva lainnya. Kedua, dana digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian 

bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan 

penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan.(Kasmir,2008) 

 Dalam praktiknya pengertian dana atau fund dibagi ke dalam beberapa pengertian berikut 

ini. 

1. Dana dianggap sebagai kas(uang tunai) 

2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan 

3. Dana dianggap sebagai modal kerja 

4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan  

5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas 

Modal kerja dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva 

jangka pendek, seperti kas, bank,surat-surat berharga,piutang,sediaan, dan aktiva lancar. 

 

 

  



BAB III 

SAMPLE DAN METODOLOGI 

 

Penelitian ini menggunakan dasar analisis sumber dan penggunaan dana. Penelitian ini 

memanfaatkan laporan informasi keuangan yang disediakan untuk publik oleh instansi sektor 

publik. Informasi laporan keuangan diperoleh dari data yang disediakan oleh BPS yang di 

dalamnya terdapat pula laporan-laporan keuangan daerah lain. Dnegan menggunakan data ini, 

data keuangan Propinsi DIY dapat dibandingkan dengan nasional secara keseluruhan. Penelitian 

mengkaji perbandingan antara sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran serta fluktuasinya 

selama periode pengamatan baik antar tahun maupun antar tahun dan dengan tingkat nasional 

berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Biro Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif dengan mengamati pertumbuhan dan atau perubahan pada sisi pendapatan dan 

belanja sektor publik. 

  



BAB 4 

HASIL dan PEMBAHASAN 

A. PENERIMAAN  

A.1 Persentase Perubahan Penerimaan dari Tahun ke Tahun 

Pada periode 2014 - 2015, penerimaan DIY mengalami kenaikan terbesar pada Lain-lain PAD 

yang Sah sebesar 21,13%. Sedangkan penurunan terbesar terdapat pada Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 65,16%. Pada tahun 2015 - 2016, penerimaan DIY mengalami 

kenaikan terbesar pada pos Dana Alokasi Khusus sebesar 1545,70%. Sedangkan penurunan 

terbesar terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 98,18%. Pada tahun 

2016-2017, penerimaan DIY mengalami kenaikan terbesar pada Lain-lain Pendapatan yang Sah 

sebesar 64,57%. Sedangkan penurunan terbesar terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber 

Daya Alam sebesar 84,05%. Untuk lebih jelas, perubahan tersebut digambarkan pada gambar 4.1  

 

A.2 Persentase Kontribusi Penerimaan DIY terhadap Total Penerimaan DIY 

Pada tahun 2014 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaanDIY terbesar 

terdapat pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 41,50%. Sedangkan kontribusi penerimaan 

terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,18%. Pada 

tahun 2015 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY terbesar 

terdapat pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 40,73%. Sedangkan kontribusi penerimaan 

terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,06%. Pada 

tahun 2016 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY terbesar 

terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 39,74%. Sedangkan kontribusi penerimaan 

terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,001%. Pada 

tahun 2017 persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaanDIY terbesar 

terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 47,30%. Sedangkan kontribusi penerimaan 

terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam sebesar 0,0001% 

 

A.3. Persentase Kontribusi Penerimaan DIY terhadap Penerimaan Indonesia 

Pada tahun 2014, persentase penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar terdapat 

pada Dana Alokaso Umum sebesar 48,04%. Sedangkan persentase terendahnya terdapat pada 

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,02%. Pada tahun 2015, persentase 
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Gambar 4.1
Persentase Perubahaan Penerimaan dari Tahun ke Tahun

2014-2015

2015-2016

2016-2017

penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum 

sebesar 25,50%. Sedangkan persentase terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,01%. Pada tahun 2016, persentase penerimaan DIY terhadap 

penerimaan Indonesia terbesar terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 7,65%. Sedangkan 

persentase terendahnya terdapat pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 

0,0001%. Pada tahun 2017, persentase penerimaan DIY terhadap penerimaan Indonesia terbesar 

terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 9,21%. Sedangkan persentase terendahnya terdapat 

pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 0,00001%. 

 

A.4 Sumber Dan Penggunaan Yang Naik Dan Turun 

Persentase kontribusi penerimaan terhadap total pendapatan dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2017 mengalami penurunan yakni pada Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Hal ini sama halnya dengan persentase 

kontribusi pengeluaran terhadap total pengeluaran yang mengalami penurunan dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2017 yaitu pada pengeluaran yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial 

Selain itu, meningkatnya total pendapatan di DIY dari tahun 2014-2017 dialokasikan pada 

pengeluaran berupa Belanja Modal  yang selalu meningkat dari tahun 2014-2017 yaitu tahun 

2014 sebesar 12,54%, tahun 2015 sebesar 16,05%, tahun 2016 sebesar 19,60%, dan tahun 2017 

sebesar 19,99% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.5 Persentase Perubahan Penerimaan dari Tahun ke Tahun 

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2014 - 2015, penerimaan DIY 

mengalami kenaikan terbesar pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar 21,13%, kemudian pada 

tahun 2015-2016 penerimaan terbesar terdapat pada Dana Alokasi Khusus 1545,70%, dan pada 

tahun 2016-2017 kenaikan penerimaan terbesar terdapat pada Lain-lain Pendapatan yang Sah 

sebesar 64,57%. Sedangkan penurunan penerimaan terbesar dari tahun ke tahun terdapat pada 

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berturut-turut 65,16%, 98,18%, dan 84,05% 

 

 

A.6 Persentase Kontribusi Pos-Pos Penerimaan DIY terhadap Total Penerimaan DIY 

Berdasarkan gambar 4.2, persentase kontribusi penerimaan DIY terhadap total penerimaan DIY 

terbesar pada tahun 2014 dan 2015 berasal dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing 41,50% 

dan 40,73%. Kemudian untuk tahun 2016 dan 2017, persentase terbesar berasal dari Dana 

Perimbangan masing-masing 39,74% dan 47,30%. Sedangkan penurunan terbesar dari tahun 

2014 sampai dengan 2017 berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam masing-

masing sebesar 0,18%, 0,06%, 0,001%, dan 0,0001%. 
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A.7 Persentase Kontribusi Penerimaan DIY terhadap Penerimaan INA 

Berdasarkan gambar 4.3, dapat dilihat bahwa persentase konrtibusi penerimaan DIY 

terhadap penerimaan Indonesia terbesar pada tahun 2014 dan 2015 berasal dari Dana Alokasi 

Umum yang masing-masing sebesar 48,04% dan 25,50%. Kemudian persentase penerimaan DIY 

terhadap penerimaan Indonesia terbesar pada tahun 2016 dan 2017 berasal dari Dana 

Perimbangan yakni sebesar 7,65% dan 9,21%. Sedangkan persentase penurunan dari tahun 2014 

sampai dengan 2017 berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang berturut-turut 

sebesar 0,02%, 0,01%, 0,0001%, dan 0,00001%. 

 

B. PENGELUARAN 

B.1 Presentase dari tahun ke tahun 

Pada tahun 2014-2015 pengeluaran terbesar berada pada belanja modal yaitu sekitar 41,84816%. 

Sedangkan untuk pengeluaran terendahnya berada pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar -

100%. Pada tahun 2015-2016 pengeluaran terbesar berada pada belanja modal yaitu sekitar 

33,34461%. Sedangkan untuk yang terendah berada pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar -

72,87%. Pada tahun 2016-2017 pengeluaran terbesar berada pada pengeluaran tidak terduga 



yaitu sekitar 40.739,96%. Sedangkan untuk yang terendah berada pada pembiayaan daerah yaitu 

sekitar -99,05%. 

B.2 Presentase kontribusi terhadap total pengeluaran  

Pada tahun 2014 pengeluaran terbesar berada pada belanja barang dan jasa yaitu sekitar 24,57%. 

Sedangkan pengeluaran terendahnya pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar 0,06%. Pada 

tahun 2015 pengeluaran terbesar berada pada belanja barang dan jasa yaitu 23,76%. Sedangkan 

pengeluaran terendah pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,18%.   Pada tahun 2016 

pengeluaran terbesar berada pada belanja barang dan jasa yaitu 20,50%. Sedangkan pengeluaran 

terendah pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar 0,001% Pada tahun 2017 pengeluaran 

terbesar berada pada belanja pegawai yaitu sekitar 25,30%. Sedangkan untuk yang terendah pada 

belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,04%. 

B.3 Perbandingan langsung antara pengeluaran DIY terhadap pengeluaran Indonesia 

Pada tahun 2014 perbandingan tertinggi berada pada belanja barang dan jasa yaitu sekitar 1,68%. 

Sedangkan untuk yang terendah berada pada belanja bantuan keuangan yaitu sekitar 0,47%. Pada 

tahun 2015 perbandingan tertinggi berada pada belanja pegawai yaitu sekitar 2,00%. Sedangkan 

untuk yang terendah berada pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,23%. Pada tahun 2016 

perbandingan tertinggi berada pada belanja modal yaitu sekitar 1,87%. Sedangkan untuk 

perbandingan terendah berada pada belanja bantuan sosial yaitu sekitar 0,06. Pada tahun 2017 

perbandingan tertinggi berada pada pengeluaran tidak terduga yaitu sekitar 2,65%. Sedangkan 

untuk perbandingan terendah berada pada pembiayaan daerah yaitu sekitar 0,04%. 



 

B.4 Persentase Perubahan Pengeluaran dari Tahun ke Tahun 

Berdasarkan grafik tersebut pada tahun 2014 – 2017 yang selalu mengalami peningkatan 

yaitu pada Belanja Pegawai dengan persentase berturut-turut 5,53%, 5,57%, 130,59%. Selain itu 

pada Pengeluaran Tidak Terduga dengan persentase -100% menjadi 40739,96%.Sedangkan yang 

selalu mengalami penurunan yaitu pada Belanja Bagi Hasil dengan persentase berturut-turut 

23,46%, 4,93%, -1,72%. Selain itu pada Belanja Modal dengan persentase berturut-turut 41,85%, 

33,34%, 24,34%. 

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Gambar 4.4
Perubahan Pengeluaran dari tahun ke tahun

2014-2015

2015-2016

2016-2017



 

 

B.5 Persentase Kontribusi Pos-Pos Pengeluaran DIY terhadap Total Pengeluaran DIY 

Berdasarkan diagram batang yang ditunjukan pada gambar 4.5, persentase kontribusi 

setiap pos pengeluaran DIY terhadap total pengeluaran DIY pada tahun 2014-2017 yang selalu 

mengalami peningkatan yaitu pada Belanja Modal dengan persentase berturut-turut 12,54%, 

16,05%, 19,60%, 20%. Sedangkan yang mengalami penurunan yaitu pada Belanja Bantuan 

Sosial dengan persentase 28%, 0,18%, 0,05%, 0,04%, pada periode yang sama.  
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B.6 Persentase Kontribusi Pos Pengeluaran DIY terhadap Pos Pengeluaran Indonesia 

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa persentase pengeluaran DIY 

terhadap pengeluaran Indonesia terbesar pada tahun 2014 yaitu pada Belanja Pegawai dengan 

persentase 1,66%. Tahun 2015 pada Belanja Bagi Hasil dengan persentase 1,78%. Tahun 2016 

pada Belanja Modal dengan persentase 1,87% dan tahun 2017 pada Pengeluaran Tidak Terduga 

dengan persentase 2,65%. Sedangkan untuk persentase terendah pada tahun 2014 pada Belanja 

Bantuan Keuangan dengan 0,45%. Tahun 2015 pada Pengeluaran Tidak Terduga. Tahun 2016 

pada Belanja Bantuan Sosial dengan 0,06% dan tahun 2017 pada Pembiayaan Daerah dengan 

0,04%.  

Berdasarkan poin-poin tentang pengeluaran, seperti pada poin-poin pendapatan 

perubahan cenderung konsisten. Konsisitensi fluktuasi pendapatan dan juga pengeluaran 

mengindikasikan pengelolaan keuangan yang belum optimal karena prosentasenya belum 

berdasarkan kebutuhan. Hal tersebut terbukti dari sedikit sekali perubahan perumbuhan pada 

penerimaan dan penggunaan dana  
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dan pembandingan antara pos-pos anggaran PEMDA DIY dan juga 

terhadap Indonesia secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

1. Perubahan pendapatan daerah yang memiliki perubahan besar terhadap total pendapatan 

Pemda DIY adalah dana alokasi khusus pada tahun 2015-2016, sedangkan sumber yang 

lain mengalami perubahan yang tidak berarti 

2. Secara nasional, pendapatan daerah Provinsi DIY berkontribusi cukup besar  

3. Pengeluaran rutin relatif tetap dengan pos-pos yang sama, namun pada tahun 2016-2017 

pengeluaran tidak terduga melonjak tajam yang tidak diberi keterangan peruntukan dan 

sebabnya. 

4. Meskipun pendapatan dan pengeluaran Pemda DIY setiap tahunnya tidak sama, namun 

kontribusi terhadap total penerimaan dan belanja secara nasional tidak terlalu banyak 

berubah. 

5. Sumber dan penggunaan dana sepertinya kurang direncanakan bergantung pada 

kebutuhan namun pada tren dan bendingannya dengan daerah lain. 

 

B. Saran 

Informasi dari BPS dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh data laporan keuangan PEMDA 

secara cepat namun, tidak ada keterangan tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus. 

Untuk mengetahui lebih detil mengenai dasar peruntukan pengeluaran harus mengkaji setiap 

laporan keuangan PEMDA masing-masing secara langsung. Pemerintah daerah perlu lebih 

berhati-hati dalam mengatur pengelolaan dana tergantung pada kebutuhan sesungguhnya.  
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